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BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 050/143 /Kpts/BPT-PS/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN KELOMPOK KERJA
PENANGGULANGAN KEMISKINAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang

Mengingat

MALITINT N1 Q
LAMTIVIY &aviu

BUPATI PESISIR SELATAN,

a. bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri

Daiam Negeri Nomor 42 Tanhun 2010 ieniaing Tiitl
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan
Kabupaten/Kota, Bupati dalam melaksanakan
percepatan  penanggulangan kemiskinan  perlu
memhentuk Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja
Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2018,;

_bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan
Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang
Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan dan Kelompok Kerja Kabupaten Pesisir

Selatan Tahun 2018,

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Repubiik indonesia Taiiuii 1955
Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun
1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun
1058 (Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun

1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1643);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan  Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Pengesahan International Covenant On Economic,

08t mamad PN Ylinamn] T3 rnati
Social and Cultura! Rights (Kovenan Internations)

tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4557);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negaia Repubiin 1ndonesia
Nomor 4700),

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonegia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan

e s il Wl B e

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik indoncsia
5293);
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11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang PFemerintahan

Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

12 Undang-lIndang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
W\ Fatealate 457ﬂ\'
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887),

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Dacrah (Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201Z
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5294);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017

T g, g o .
eimuinaan dan Pengawasan

Leniaig
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 7{3,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041),

18. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan,
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Menetapkan
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19.

20,

21.

22,

23.

24.

29.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun
2009, tentang Pedoman Pembentukan Tim

HH“‘J_ - n [ ]
Koordinasi Pcnanggulangan Kemiskinan Provingi

dan Kabupaten/Kota,

Peraturan Menteri Dalam Neger1 Nomor 42 Tahun
2010, tentang Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Propinsi dan Kabupaten/Kota;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum daerah,;
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor
8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

p—— . 17 SRR [p— | B P . Qﬂ-lﬂi'ﬁﬁ

ddngnd rmumlg Dacian nnuupn.mu 1C3IG8IT Sliawddl
Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor
8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;,

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor
O Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2018;

Peraturan Bupati Pesisir Seiatan Nomoi 53 Tanufi
2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
Anggaran 2018,

MEMUTUSKAN :

uucu; I.H:.-.I.LLL.-II:\. 14144 ARASASL LALL AGAwSA

Penanggulangan Kemlsk]nan Kabupaten Pesisir
Selatan Tahun 2018, sebagaimana tercantum pada
Lampiran I dan Lampiran 1l yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Tim Koordinasi  Penanggulangan Kemiskinan
sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai
tugas-tugas sebagai berikut:

-

1.

e L o~ 3 ;
MelakKukaii Koordinasi penanggulangan

kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan, dengan

menyelenggarakan fungsi :

a. Pengkoordinasian Kebijakan dan Program
Penanggulangan Kemiskinan;

b. Pengkoordinasian Pengendalian Pelaksanaan
Kemiskinan di Kabupaten Pesisir Selatan,

-

~
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c. Pengkoordinasian forum Satuan Organisasi
Perangkat Daerah (SOPD) atau forum gabungan
Satuan Organisasi Perangkat Daerah bidang
penanggulangan kemiskinan dalam  hal
penyusunan Rencana = Strategis  Satuan
Organisasi Perangkat Daerah Lingkup

Pemerintah Kabunaten Pegigir Selatan;
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d. Pengkoordinasian forum Satuan Organisasi
Pecrangkat Daerah atau forum gabungan

Satuan Organisasi Perangkat Daerah bidang
penanggulangan kemiskinan dalam  hal
penyusunan rancangan Rencana  Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pesisir
Selatan;

e. Pengkoordinasian forum Satuan Organisasi
Paranokat Daerah atan forum gabu ngar

.-..-.b--n- -

Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang
penanggulangan kemiskinan dalam  hal
penyusunan Rencana Kerja Organisasi Kera
Perangkat Daerah  Lingkup  Pemerintah
Kabupaten Pesisir Selatan;

f. Pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan
perumusan dokumen rencana pembangunan
daerah bidang penanggulangan kemiskinan.

2. Mengkoordinasikan pengendalian pelaksanaan
program penanggulangan kemiskinan di
Kabupaten Pesisir Selatan, dengan
menvelenggarakan fungsi yakni :

a. Pengendalian pemantauan, supervisi dan
tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan
program dan kegiatan penanggulangan
kemiskinan agar sesuai dengan kebpakan
pembangunan daeran;

b. Pengendalian pemantauan pelaksanaan
kelompok program penanggulangan kemiskinan
oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
melini 111 realisasi pencapailan target,
penyerapan dan kendala yang dihadapi;

c. Penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan
program dan atau  kegiatan  program
penanggulangan kemiskinan secara periodik;

d. Pengendalian evaluasi pelaksanaan progiaiil
dan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
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e. Pengendalian penanganan pengaduan

masyarakat bidang penanggulangan
kemiskinan;

f. Penyiapan ilaporan pelaksaiaaii darn
pencapaian program penanggulangan

kemiskinan kepada Bupati Pesisir Selatan.

KETIGA - Untuk membantu Kkelancaran pelaksanaan tugas
sekretanat Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk
kelompok kerja (pokja) yang terdiri dari :

1. Kelompok kerja pendataan dan sistem informasi
penanggulangan Kemiskinan seria
menyelenggarakan fungsi :

a. Pengelolaan dan pengembangan data
kemiskinan,

h. Pengembangan indikator kemiskinan daerah:;

c. Pengembangan sistem informasi kemiskinan

daerah;

d. Penyediaan data dan informasi  sistem
peringatan dini kondisi dan permasalahan
kemiskinan.

2. Kelompok kerja pengembangan kemitraan, dengan
tugas menfasilitasi pengelolaan dan pengembangan
kemitraan dalam penanggulangan Kkemiskinan

P — --lu-n--ll'll!-l'ln-""li-l.‘ ey II.-‘ “'
serta menyclenggarakan fungsi

a. Perumusan pembinaan hubungan antara
masyarakat dengan pemerintah daerah;

b. Perumusan pembinaan hubungan dunia usaha
dengan pemerintah daerah.

3. Kelompok kerja pengaduan masyarakat, dengan
tugas memfasilitasi penanganan pengaduan
masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan
serta menyelenggarakan fungsi:

a. Merumuskain dain mcényiapKan penanganan
aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait
kegiatan penanggulangan kemiskinan;

b. Merumuskan dan menyiapkan bahan kampanye
penanganan aspirasi dan pengaduan
masyarakat terkait dengan penyelenggaraan
kegiatan penanggulangan kemiskinan;

c. Merumuskan dan menyiapkan bahan sosialisasi
dan kampanye tentang perlunya pendampingan
masyvarakat dalam penyampaian pengaduan
pada penyelenggaraan kegiatan
penanggulangan kemiskinan.
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KEEMPAT : Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Kabupaten Pesisir Selatan dibantu kelompok program
penanggulangan kemiskinan yvang terdiri dari:

a. Kelompok program bantuan sosial terpadu
berbasis keluarga dengan tugas melakukan
koordinasi penanggulangan kemiskinan dibidang
bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;

b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan
berbasis pemberdayaan masyarakat dengan tugas
melakukan koordinasi penanggulangan
kemiskinan dibidang pemberdayaan masyarakat;

c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan
berbasis pemberdayaan berbasis ekonomi mikro
dan kecil dengan tugas melakukan koordinasi
penanggulangan kemiskinan dibidang
pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil;

d. Kelompok program lainnya dengan  tugas
melakukan koordinasi penanggulangan
kemiskinan dibidang lainnya di luar bidang Sosial,
ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

KELIMA . Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
dalam  melaksanakan tugas dan  fungsinya,
bertanggungjawab kepada Bupati Pesisir Selatan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai  akibat
ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan tahun 2018, dengan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan
Daerah, Penelitian dan Pengembangan
(Bapedalitbang) Kabupaten Pesisir Selatan.

KETUJUH . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pai/{an
Pada tanggal 38 [Februari 2018
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LAMPIRAN 1

Susunan

O e w  ae

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOK 050/143 /jKpis/DBri-ro/20138
TANGGAL 20 FEBRUARI 2018
PERIHAL

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN

KELOMPOK KERJA PENANGGULANGAN
KEMISKINAN KABUPATEN  PESISIR

MTAT AMAALAT MATTITTAT N1 0
DLILALAIN LALIVIN 44U 10

Keanggotaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Daerah (TKPKD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018

T

0. S1/JABATAN DALAM TIM
1 2 3
1. | Bupati Pesisir Selatan Penanggung
Jawab
2. | Wakil Bupati Pesisir Selatan Ketua TKPK
3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan | Wakil Ketua I
4. | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Wakil Ketua Il
Rakyat Pada Sekretariat Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan
5. | Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian | Sekretaris
dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan
6. | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Anggota
Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan
7 Asisten Administrasi U?n‘um Pada Sekretanat | , ggota
Daoerah Kabunaten Pesigir Selatan
8. | Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Anggota
Perempuan dan Perlindungan anak
Kabupaten Pesisir Selatan
0. | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Anggota
Kabupaten Peisir Selatan
10. | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan | Anggota
Sipil Kabupaten Pesisir Selatan
11. | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Anggota
Selatan
192 §ekr;e11;a‘ris ?ad?.P PerePcanaan Daerah, Anggota
renelilarn udil reugciilvailgail
Kabupaten Pesisir Selatan
13 | Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Anggota
Budaya Pada Badan Perencanaan Daerah,
| Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
| Pesisir Seiatan
14. | Kasubbid Perencanaan Sosial dan Budaya Anggota
Pada Badan Perencanaan Daerah, Pgnﬂlman
dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan
l -

A
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15. | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan | Ketua Kelompok |
Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Program Berbasis
Berencana Kabupaten Pesisir Selatan Pemberdayaan

16. _ﬁéﬁéja Dinas Pekemaan Umum dan Penataan Anggota
Ruang Kabupaten Pesisir Selatan

17. | Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air _A;l-;ggota
Kabupaten Pesisir Selatan

18. Képaﬂfﬁ Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Anggota
Selatan o B

19. | Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Anggota
Selatan N

20. | Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan P—
Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten
Pesisir Selatan

21. | Kepala Sub Bidang Perencanaan Sumber Anggota
Daya Manusia Pada Badan Perencanaan
Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Kabupaten Pesisir Selatan

22. | Kepala pinas K_operasi UMKM, Pex_*c{agangan Ketua Kelompok
dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan Program Usaha

Ekonomi Mikro
dan Kecil

23. | Kepala Dinas Tanaman Pangan,.l-lialtikultura Anggota

' dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan

24. | Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 5 ggota
Kabupaten Pesisir Selatan

25. | Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan V.

g8
Aparatur Pada Badan Perencanaan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Pesisir Selatan

26. | Staf Pada Badan Perencanaan Daerah, Anggota
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Pesisir Selatan

27. | Staf Pada Badan Perencanaan Daerah, Anggota
Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Pesisir Selatan
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LAMPIRAN I

Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi
Daerah (TKPKD) Kelompok Kerja ( Pokja ) Kabupaten Pesisir Selatan

NOMOR 050/ 143 /Kpts/BPT-PS /2017
TANGGAL 28 FEBRUARI 2018
PERIHAL PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAN

KELOMPOK KERJA PENANGGULANGAN
KABUPATEN

KEMISKINAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

SELATAN TAHUN 2018

Tahun 2018

Penanggulangan Kemiskinan

PESISIR

A KELOMPOK KERJA PENDATA.AN DAN INFORMASI
'NO. | INSTANSI/JABATAN KEDUDUKAN
o o DALAM TIM
”m - 2. 3.

= Kepala Bidang Pusat Statistik Kabupaten Ketua
Pesisir Selatan )

7 Kepala Bidang Penelitian dan| .

Anggot

Pengembangan Pada Badan Perencanaan 880t

Daerah, Penelitian dan Pengembangan
| | Kabupaten Pesisir Selatan - o
A R .

B KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAH KEMITRAAN

NO. | INSTANSI/JABATAN ~ KEDUDUKAN |
DALAM TIM
) 2 3.
1. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi dan Ketua

Pengembangan Wilayah Pada Badan

Perencanaan Daerah, Penelitian dan

- | Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan
2. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro

Kecil Menengah Pada Dinas AngPts

Koperasi,Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten

Pesisir Selatan T

C. KELOMPOK KERJA PENGADUAN MASYARAKAT:

NO. ~ INSTANSI/JABATAN KEDUDUKAN
DALAM TIM
1. 2, 3.
1. Kepala Bidang Pemberdayaan Ketua

Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan

Sosial Budaya Pada Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa, Pengendalian

Penduduk dan  Keluarga Berencana
| Kabupaten Pesisir Selatan -

2; Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat

Daerah Kabupaten Pesisir Selatan RS
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